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Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk meng€tahui dan mendeskripsikan pr ses pelaksanaan
kebijakan pengelolaan pasar buah Rawa™ Bangundl Kabupaten Sanggau. Judul skripsi ini diangkat
berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan pefiataan pasar dan kawasan pedagang
kaki lima (PKL), Pelaksanaah’Program tersebut mengacu pada Peratu?an‘,Bupatl Sanggau Nomor 33
Tahun 2009tentang Pemata n Pasar Pemerintah Daerah” dan Penetapan ‘Kawasan Pedagang Kaki
Lima.Pemerintah Kaf)upaten Khususnya' Dinas Perindustrian, ‘Perdagangan, 1I’<QperaS| dan UKM
merupakan Leadlng Sector dalam proses pelaksanaan pengelolaan, pasar, dari™asil penelitian
menunjukkan”™ ‘bahwa proses-pelaksanaan pengelolaan pasar dan penetapan -kawasan p‘eciagang kaki
lima (PKE) tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan.kurangnya komunikasi para |mplementor
erhada’p para pedagang ka i lima dan Sumberdaya. Kurangnya Komunikasi dan-Sumberdayasyang
mendukung dari- Pemerintah Kabupaten membuat proses pelaksanaan program, tersebut menjadi
kurang optimal. Sementarapara pedagang yang melakukan proSes jual beli barang.dagangan merasa
bqlum puas dan kurang menyentuh peda'gang buah-kaki Iima J L

KQta Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Ket,rlﬁkan Publlk Pengelolaan Pasar. 7 : i

|

Thesis writingis intended to identify and des«fr.lb Mbess of implementation of !

’E Atgstract _ (

management 4 ”
PO|ICIQS Swamp fruit market'B ngundi the D@l{lc‘t] hetitle ofthis thesiswas appointed based On the
eX|st|ng problems in the implementation process of'structuring and regional market street vendqrs

(PKL), & % L )
Implementation of the program refers  to Sanggau decree No. . 33of 200 ¥ On
Government Markets Structuring and Determination Zone Street  Vendors.District /" Regional

particularly’;he Dinas Perindustrian, ‘Perdagangan, _Koperasi dan UKMSector is éovernment

| J_eadlng in the
|mplementat|om process of market management, the results,of the study indicate the;t the process of
implementation and the esta lishment’of regional market management'vendors (PKL) is not going well
due to the lack of! “communication of the implementor of the street vendors. and Resources.Lack
ofcommunicationandthestpporiefthe Q_vernmentResourcelestrlctta-m&kethe process
ofimplementation ofthe program would beless than optimal. Whilethe traderswho o thebuying and
sellingof merchandisewas not satisfiedandlesstouchingpiecesof streetvendors.

Keywords: Public Policy, Public Policylmplementation, Market Management.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah yang telah digulirkan
memberikan peluang sekalipun tantangan bagi
Pemerintah kota maupun Kabupaten untuk
membangun daerahnya. Sebagai salah satu
tujuan dari peran Pemerintah Paerah dalam
pelaksanaan pembangunan  daerah, sesuai
omor 32 Tah‘uﬁ
2004, menjadi acuan E;e_nlyélenggaraan

dengan Undang-Undang

otonomi  daerah yan.g""rdianut _ dalam
& ,

penyelenggaraanl..-.:P'emerintah Daerah - dan

oo o

diberikan kqwenangan untuk mengurus serta

mengat,ur urusan rumah tangganya maslng—

masung

¢ Pemerintah telah men tapkan Peraturan

P ‘ataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,
pu&it belanja dan tokoh modern. Pasar

tradisional merupakan pasar yang dibangul
dan G,Ikelola oleh pemerintah, Pemerlnt

DaeraHL Swasta, Badan Usaha Milik Negara -

daerah ﬂa{masuk kerjasama dengan swasta dan
tempat us‘éttga berupa toko, kios, los dan tepda
yang dimilih dan dikelolah oleh_pedagang
kecil,menengéﬁ,' swasta masyarakat.  atau

koperasi dengan“'§kala kecil, modal kecil serta

.,
proses jual beli barang déngan-tawar menawar.

Pemerintah bertujuan untuk membangun
sebuah tempat yang dikenal dengan pasar
tradisional dengan maksud memberikan

peluang kepada pedagang untuk memenuhi
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kebutuhan pokok masyarakat, di pasar tersebut
akan dilakukannya teransaksi jual-beli, dengan
syarat terjadinya transaksi ini adalah adanya
barang atau jasa yang telah di perjualbelikan
antara pedagang dan pembeli atas kesepakatan
yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan tujuan utama dari kebijakan
pengelolaan pasar antara lain sebagai berikut :
4, _Memberikan ruang yang memadai bagi
peaagagg agar berdagang ditempat yang
telah disetiakan.

2.~ Sebagai terpat tumbuh dan
berkembangnya ~ “perekonomian di
Kabupaten Sanggau "*._.\

3. Percepatan pembangunan wilaygh.
Bérdasarkan peraturan Bupati 'Sanggau

Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penataan I5'a,sar

Pemermtah Daerah dan Penetapan Kawasan | |

Pir-‘nerlntah Nomor 112 Tahun 2007 tentang _—__ Pedagang Kaki Lima Pasal "11 menyataka‘h

bahwa : y !

y
l Setiap Pasar pemerintah Daerah y,ang

sudah digunakan atau dhanfaatkan sesual

W
“ E peruntukannya dibentuk pengurus pasar

ﬁ 2. Tugas dan wewenang pengurugpasar

sebagai mana dimaksud pasal ;i“ayat 1
diatur lebih lanjut dalam Féputusan
Kepala Dinas— * K

o -
3. r*Khusus pasar ikan yan '_fdlkelola secara

khusus oleh dinas pgrfanian, perikanan
dan__pertermakan Kabupaten Sanggau
ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas  Pertanian,  Perternakan  dan

Perikanan Kabuapten Sanggau.
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Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten
Sanggau tentang Penetapan Tim Pembina
Pengelolaan Pasar Kabupaten Sanggau dan
Petugas Khusus Pengelolaan Pasar Kecamatan
kegiatan Pembinaan Pasar  tahun anggaran
2012 menyatakan bahwa  tugas dari Tim

Pembina Pengelolaan Pasar  Kabupaten
Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan  kegiatan rpengarahan
pembinaan, blmblngan,rd'an penyuluhan
kepada pengelolwpasar kecamatan‘dan
pengelola QaSar perbatasan Entikong serta
perdagaﬁgan pasar=‘Kabupaten Sanggau
tatfun anggaran 2012.

2. 0 Melaksanakan. konsultasi dan koérdinasi
| 4

atau pertemuan, pendataan pasar, antara

® lain -~ dalam  pelaksanaan  kegiatan

hpemblnaan pasar tahun nggaran 2012. J
3. Membuat laporan pelaksanaan keglﬂ
|

sé;ta laporan-laporan lain
Y !
diperlukan. ﬁ
"_. Y
Berdasarkan daftar aset = pemerintah

Kabupaten ‘Sanggau Tahun 2012 dibidang "
pasar Jumlahﬁapak yang ada dlpasar Rawa
Bangun berJumIap 31 lapak “yang. terdiri dari
lapak A berJumIah 10 Iapak lapak B
Iapak C berjtfmiah=9-
lapak. Dengan tujuan membangun fasilitas

berjumlah 12 lapak,

yang lebih baik sehingga terjadi proses jual

beli yang berlangsung dengan baik. Namun

Berlinus Endo
Program Studi llmu Pemerintahan FISIP Untan

dengan instansi terkait, mengadaké'hArapat — Kabup{iten Sanggau.

11X

pernyataan dari beberapa
Survey,)® . g
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dari hasil pengamatan sementara dilapangan,
penulis melihat fenomena sebagai berikut:

1. Pada tahun 2003 pasar tersebut awalnya
sudah terdaftar jumlah pedagang sebanyak 31
orang pedagang yang melakukan perdagangan
di Pasar buah Rawa Bangun. Setelah beberapa
tahun berjalan para pedagang satu per satu

mulai meninggalkan pasar tersebut. Pada tahun

- ¢,2010 -2012 para pedagang kembali berjualan di

ruas Jal'aﬂ,protokol kota Sanggau, dikarenakan
oleh pembanguhw_‘pasar kurang strategis dan
kurangnyakomunlka5| -, dan pemerintah
terhadap pembangunan pasar mengaklbatkan
para pedagang merasa tidak puas ‘dengan di
bangunnya pasar tersebut (.ra Survey yang
dari Perdagangan

bersumber Bidang _

L
' “
2. Pada tahun 2010 tidak-ada satupun ﬁ‘

i ‘,? pedagang yang berjualan di pasér buah RaWa

Bangun tersebut, dikarenakan tempat yang

rang strategis dan beberapa permlntaam para
agang yang sampai saat ini belum dlpenuhl
oleh pemerintah seperti penyediaan Iap,ék yang

memadai  bagi pedagang. Sepégaimana

pedagang (pra
F
F

hqsf'l
pendahuluan, maka ma_salah tersebut menarik

! Merujuk pada penelitian

dan-penfmg’dn’tu‘lzaiteliti yang dituangkan

kedalam Proposal berjudul Implementasi
Kebijakan pengelolaan Pasar Buah Rawa
Bangun di Kabupaten Sanggau.
2. Perumusan Masalah
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Perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Pasar Buah Rawa Bangun di
Kabupaten Sanggau ?”

3. Tujuan Penelitian
ini adalah untuk

Tujuan  penelitian

menganalisis variabel Komunikasi, Sumber
Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam
implementasi kebijakan pengelolaan pasar
buah Rawa Bangun di Kabu aten Sang’gau

4, Manfaat Penelltland ',r"—

Sebagai bahegy*fn’asukan bagi'~ pihak
Pemerintah '}ngbﬂpaten Sanggau, khususnya
Dinas PerinHustrian Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Sanggau dalam rangka

pengelolaan pasar<buah Rawa Bangun. yang
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2008:7),kebijakan

merupakan serangkaian

publik

yang
mempunyai maksud dan tujuan tertentu oleh

kegiatan

seorang aktor atau kelompok.
Study
dasarnya mengarah pada proses pelaksanaan

Implementasi  Kebijakan pada
dari suatu kebijakan.MenurutNugroho (2008:

618)Implementasi kebijakan adalahcara agar

f'n,sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Suatu

kebljakan atau program harus
d||mplementaS|Mggar mempunyai dampak

atau tujuan_yang dﬁﬁ'gim,(an.Selanjutnya Van
Meter
2012:149), di Jelaskan bahwa |mplementa5|

adalah tindakan-tindakan yang dllakukan oleh

.
dan® Van Horn '(dalam Winarno

pejabat pejabat atau kelompok- kelompok

I ih baik. Selain itu, dapatmemberlkan -— pemerlntah atau swasta d lam pencapala{1

bangsihdala{m pengembangan ilmu
pengetahuan.
B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI
le‘ Kajian Teori E‘
Pgnggunaan istilah “ ebijakan pubhk |
oleh pf:i"ra ahli sangat be agam, ada yang i
mengatakqn kebijakan tersebut sebagai studi .
kebijakan, Isebl jakan Negara dan sebageu
analisis kebu'bkan
‘(;_arl J. (dalam
Agustino,2008:7) % - publik

adalahserangkaian tindakan atatrkegiatan.yang,

Menurut federick

kebijakan

di usulkan olehkelompok atau

Pemerintahdalam rangka mencapai tujuan
tertentu.Adapun  menurut  pendapatJames
Anderson (dalam Leo Agustino
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, keputusan-keputusan

“ tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
kebijakan®. Tlndaly—m-
tindakan tersebut mencakup .usaha uhtuk
ﬁ‘engubah keputusan m - njadi tlnqakan

rasional dalam rangka m.lanjutkan Jsaha-
usaha untuk mencapai peru ahan yaqt; telah
ditetapkan dalam suatu keput san. J.":

Masyarakat merupakan targepgroup dari
suatu kebijakan yang dihar pkanfdapat ikut

“sertardalam menjalankan |mpiementa3| suatu

kebijakan. Igdw\'/'ard 1l
Widod0:2008:29)" mengemukakan
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

Menurut (dalam

empat
kegagalan dalam implementasi kebijakan,
yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi,

dan Struktur Birokrasi. Suatu kebijakan yang
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telah ada sebelumnya akan diimplementasikan mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang
guna untuk melihat seberapa jauh kebijakan terlibat pada akhirnya berpengaruh pada
yang telah dibuat tersebut sehingga mampu kebijakan.

menjawab permasalahan yang ada di tengah- Berdasarkan hasil observasi (Pra Survey,
tengah masyarakat. maka peneliti menggunakan salah satu teori

Pelaksanaan  implementasi  kebijakan dalam implementasi kebijakan publik yang

merupakan sesuatu hal yang sangat penting diutarakan olen Edward Il (dalam Widodo
bahkan mungkin akan jauh lebih penting dari 2008: 95) yang akan dijadikan sebagai pisau

pada pembuatan Kkebijakan, dengan suatu r"'m,analms dalam penelitian ini.

2. Méted/e penelitian

~Jenis Penelitian“yang digunakan oleh

kajian tersebut dikatakan berhaS|I jlka‘dl dalam
implementasinya mampu_ merﬁenuhl berbagai
kebutuhan publik. Mmurut Jeddawi (2008 :

dalam penelitian adalah .Z:’ itian Deskriptif
91) mengatakap/ pelaksanaa kebljakan sangat " P mln P

kualitatif.P lii 2, ., p ‘_g‘ k
tergantung, Eepada jenis“kebijakan apa yang valitatif Pencugig bertuptn W

&,
patk h
akan drfaksanakan namun setidaknya dapat di nengiptien RETgR 2 igntang

|dgnt|f|ka5|kan sebagai berikut: 1) Dmas, pegyamaian megui proseeferfikir mdukﬂ_f_.

E = - ; | T ka‘rena bérsifat enjelasan yang terperinci.
badan, kantor, "unit pelaksanaan teknis @i s ¢ pen) YRRSETP

lingkungan pe'merintah daerah, 2) Sektor — Pubjek vt digialan #Eicm penelltlﬁn

~ ini " seperti teknik penelitian= purposive

"

swasta, 3) Lembaga swadaya masyarakat; 4)
1 ~ sampling.Bungin (2010:53) purpogive

Komponen masyarakat. -

Berdasarkan beberapa andangan di afﬁ sqmpllng QBRS8N pepjitikan mforman,
I

4
cara sengaja. Dimana informan tersebu
dapat‘gilsmpulkan bahwa proses implement i é 93] f

kebuak‘an ini  sesungguhnya menyangkut ﬁ L 1N apa yang

akt|V|tas«§Hktivitas yang dilakukan ™ untuk _ ~ meniagiglick dalam penelitian. Adapun yang
melaksanaki: sesuatu kebij kan secara- efektif
ki

dan merupa

menjadi subjek penelitian ini mellputl Kepala
'n pelaksanaah bérbagai 'brogram -~ Seksi Pengemballgan Sarana: dan_f’rasarana

yang dlmaksudkan dalam ‘suatll Kebijakan pasar di Disperindagkop dan .L,J}KM Kabupaten

seperti prilaku badan admlnlstratlf yang wengghid, KEpald Satuan quls' FEUCI LR
bertanggung Jawab unt’l?‘*nadaks_ana@_rl

program, yang menimbulkan ketaatan pada

di Kabupaten »§anggau,-STéf pengelola pasar,
Koordinator pengelolaan asar dan para
kelompok sasaran dan menyangkut kedalam pedagang buah kaki lima di Kabupaten

. . Sanggau.
masalah kekuatan politik, ekonomi, serta 9

sosial yang langsung atau tidak dapat Teknik  pengumpulan  data  dalam

penelitian ini peneliti menggunakan teknik
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Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi

yang selanjutnya untuk menguji keabsahan

data peneliti menggunakan teknik triangulasi.
3. GAMBARAN UMUM DAN

HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Seperti halnya yang di ungkapkan oleh
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protokol, hal ini di karenakan tidak adanya
sosialisasi kepada masyarakat dan hanya
dilakukan kepada para pedagang saja.

Terkait dengan Konsistensi dimana
perintah yang diberikan dalam pelaksanaan
komunikasi haruslah konsisten dan jelas
namun kenyataan yang ditemui di lapangan

Pemerintah hanya melakukan sosialisasi

Edward Il menjelaskan bahwa ada empat z“a,,.dengan para pedagang dan tidak melakukan

variabel yang mempengaruhi keberhas'fan
dalam pelaksanaan |mplemept€§| kebuakan
Berdasarkan heigl“temuan yang peneliti

dapatkan selamﬁ melakuka ~penelitian maka

505|allsa31 dengan masyarakat  sehingga
kebijakan yang‘-wmkeluarkan menjadi tidak
Jelas serta kurang dlmehgertl oleh masyarakat.

Untuk mencapal hasil yang makﬁlmal tentunya

intenEmz apabila

dalam pelaksanaan komunlka5| antara, Dlnas harus _dilakukah secara

dan pedagang belum:, terlaksana dengan balk penyéiluran komunikasi ... yang d‘i'be(ikan
haLv tersebut. “terbukti  setelah * peneiltl ber"l;)eda maka yang terjai“adalah salah
n]‘elakukan penelitian secara lebih mendalam — pengertlan atau miskomunikasi. (
dlgpana dalam pelaksanaan Komunikasi masih i‘ 2. Sumber Daya : ;
ter!lapat beberapa kendala diantaranya dalam Menurut Edward Il Sumber Dgya

prokes penyampaian  Transmisi serlngkall E‘
terjadl miskomunikasi seperti dalam hal prosef
505|al|‘§a5| yang tidak meli atkan masyaraki

sehlngga %
kurang dapat di .

dalam ,Lpengambllan keputusan
kebijakah,tyang diterapkan
terima olehkmasyarakat. ' :
terkait Kéjelasan

Kemudian dengar

dimana dalam be}aksanaan kebijakan haruslah
jelas dan tidak mAémj.)ingun kan, namun pada
kenyataan dilapangan. penéliti-menemukan.
bahwa masih banyak masyarakat yang belum
mengetahui keberadaan dari pasar tersebut,
sehingga membuat pedagang yang berjualan di

Pasar rawa bangun pindah ke ruas jalan

Berlinus Endo
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mempunyal peran penting d lam pelaksanaén

‘fﬁplementa& kebijakan: “Bagaimanapun djelas
konsistensinya ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan, serta bagaimanapun akyf:atnya

penyampaian tersebut, jika para Béiaksana

kebijakan bertanggung jaw;aﬁ untuk
melaksanakankebijakan. ;‘"

J
["Berdasarkan: hasil p;nelitian  terkait

dengan Sumber daya -rr;é'r unjukan bahwa
sumber.daya-yang ada belum dapat menunjang
jalan proses pelaksanaan implementasi
buah

bangun, hal ini dapat di lihat dari sumber daya

kebijakan pengelolaan pasar rawa

manusia yang belum mencukupi terutama
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pegawai dari Disperindagkop dan UKM yang
mengurusi pelaksanaan pasar dirasa tidak
mencukupi.

Kemudian terkait dengan Sumber Daya
Anggaran, dengan danayang digunakan dalam
penataan pasar tersebut belum mencukupi hal
ini terlihat dalam penyediaan fasilitas sepeti
lapak  yang

kurang  luas  sehingga
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dan kecendrungan para pelaku Kkebijakan

manakala pelaku kebijakan tersebut dapat

mengetahui dan memahami arah dan tujuan

dari  program tersebut.Dalam  hal ini

berdasarkan hasil penelitian saya

memperlihatkan  bahwa  sebagian  besar

pegawai mengetahui tujuan dan program

terkait dengan implementasi  kebijakan

mengakibatkan para pedagang tidak blsa f'a,tersebut namun kenyataan di lapangan masih

berkembangn dan merasa kesull,tan’ untuk
z’

.

o~
Terkait dengarl/Sﬂﬁwber daya informasi

dan kewenangan

menglmpler’r{entamkan suatu kebijakan yang

membuka uasahanya.

yaitubagaimana cara

hendakhya dllengkapl dengan kewenangan
yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan
buakan dalam hal ini
telah-  menjalankan
kephda para pedagang buah yang beIumJ
terdaﬂar sebagai pedagang yang menempaa
pasar xersebut untuk mem  uka usahanya diil,
komplélg pasar buah rawa bangun.

Kemt,ldlan untuk fasilitas berdasarkan .
hasil penelitian yang saya peroleh .»terlihat
bahwa fasi:i\t\.g, yang tersedia.terutamé seperti
lapak yang disécjjakan dirasa pedagang masih
kecil dan bekiun_g memadai  sehingga
mengakibatkan semua barang dagangan. tidak
dapat dijual di lapak tersebut.

3. Disposisi

Menurut Edward I11 mengungkapkan

bahwa disposisi adalah kemauan, keinginan,

Berlinus Endo
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|sper|ndagk-opdan —— pelaksana

|mpelemnta3| v

UiM
ke ’ijakan dengan cara menginformasikan v'j ', secara

y

1am penelitian terkait
tokrasi diperoleh bahwa

banyak‘ *Qedagang yang belum  menaati

ketetapan dan perai‘uran yang di buat tersebut.
' “.“
4. Struktur Birokra§i~
Struktur organlsa5| yang ba|T< .Lentu akan
menolong untuk mencapai pelaksanaan 1yang
balk dalam organisasi-organisasi.Sebagai E ‘
sebuah kebijakan™ harus dapat
mendukung kebijakan yang telah*di putuskan
politik dangan cara- -melakuVan
koordinasi dengan baik. Berdasarkan hasjl
dengan struktur
telah ter(fapat
sinkronisasi dan koordinasi yang bailg"antara
Disperindag dengan instansi terkaitf‘s"eperti

satuan.polisi pamong praja, Kecamatan dan

plhak Deta.s ™1 _J'
F
4
4. SIMPULAN, IMP' IKASI, DAN
e SARANT"
1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis
kemukakan pada bab sebelumnya, maka
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peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai
berikut :

Komunikasi antara pemerintah terhadap
para pedagang buah kaki lima khususnya di
Kabupaten Sanggau masih kurang efektif. Hal
tersebut terlihat dalam pelaksananan sosialisasi
terhadap pembangunan pasar Rawa Bangun

yang kurang strategis, dan sebagian besar
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Diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi Pemerintah Kabupaten, pihak terkait dan
para pedagang buah kaki lima dalam
menjalankankebijakan dari Pemerintah sesuai
tugas pokok dan fungsi terhadap pengelolaan
pasar tradisional yang efektif. Selanjutnya,
diharapkan dapat berguna bagi kalangan

selanjutnya untuk memperkaya pengatahuan

pernyataan yang telah diun kapkan oleh para z"l».,kemampuan teoritik dan dapat dijadikan

pedagang buah kaki lima Rawa Banguri’
Lemahnya sumber daya’ manu3|a dan
sumber  daya arlggaran sebagai . faktor
pendukung Jalapﬂya pelaksanaan implementasi
kebljakan‘,salfgat mempengaruhi keberhasilan
pengt'a_sz;lan pasar dan’penertiban kawaéan

pedéz:jang buah kaki lima. Kurangnya jum‘lah

pqgawal yang bertugas sebagai péngelola——-

pasar serta mengawa5| dan memblmblng para

P

pedagang buah kaki lima. Kemudian dengan v'j
dan&yang kecil untuk kegiatan penatqan
pasanserta pemenuhan berbagai fasilitas belu iﬂ
mencapal kepuasan dari para pedagang bqg 'l.
kaki Ilh{a membuat proses pengelolaan pasar L
dan pené\epan kawasan pedagang buah belum
bisa berjalaq dengan maksi - ‘al.Jika dlllhat dari
variabel DIS?)OSISI pelaksanaan suddh cukup
baik dan Strul?tgr Birokrasi’ masih di, temui
kurangnya koordfﬁ‘a;sj antara implementor
pelaksana sehinggaN penetapan=—kawasan,
pedagang kaki lima belum terlaksanakan
dengan maksimal.

2. Implikasi

Berlinus Endo
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sebagal bahan referensi berik tnya.
3. Saran ‘».,‘
* Saran yang dap*éﬁ"pe’nul s berikan antara
lain adalah sebagai berikut : % -
1, Pemerintah dan pedagang"he.qdaknya
p perlu mengkaji ulang Peraturaﬁ‘aypati
Nomor 33 tahun 2009 ters‘ébut
'-"sehingga dalam proses implementasi
; kebijakan dapat terl ksanakan secara
efektif. - I
2. Sebaiknya Pemerintah’ ebih
memperhatikan sumber daya bay< itu
staf, anggaran dan peny_édiaan
fasilitas. Sehingga apa yang '{"'
dilaksanakan dapat berjalan Jd'engan
... baik sesuai dengan yang di haparkan
pemerintah = dan meigyarakat atau
pedagang. 5
4, Keterbatasan Peneli];i’;’

—_— ‘-A«ia'puﬁ"k&e_rbatasan yang dialami
oleh  peneliti  selama  melakukan
penelitian adalah :

1. Kurangnya pemikiran vyang luas

menyebabkan Peneliti merasa

Page 474



Governance, Jurnal llmu Pemerintahan
https://jurmafis.untan.ac.id

kesulitan untuk menggali lebih Jeddawi,  Murtir, 2008.  Implementasi
Kebijakan Daerah. Jakarta: Gramedia
mendalam terhadap permasalahan

Pustaka Utama.

penyusunan  yang  menyangkut

variabel Komunikasi dan Sumber Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy Analisis,
Strategi Advokasi Teori dan Praktek.
daya. Surabaya: ITS Press.

Keterbatasan yang dirasakan selama

2. Riant, Nugroho. 2011. Public Policy. Jakarta:
penyusunan skripsi ini, peneliti masih PT. Gramedia.
Santoso, Setiansah. 2010. Teori Komunikasi,
merasakan kurangnya pemahaman Yogyakarta: Graha Iimu,
dalam menganalisis masalah yarjg e, Subarsono. 2005. Analisis :ebijakan Publik.
terjadi dalam penyusunan s}«1p5| ini. 'Yogwkarta GLEEEH]
3. Kurang terampllnya penelltl dalam - . 2010., Analisis ‘ebijakan Publik,
penyususn ’rp,kall at menyebabkan Jrogakarta: Pustaka.f:glajar.
- .
penelit}' merasa . kesulitan  untuk Wahab, Solichin,; A. 2001, Anqlisis Kebijakan
o= L dari formulasi ke implementasi
meﬁuangkan Ny Pemikiran ~.9a'am kebijaksanaan -Negara. Malaﬁ‘g Bumi
# penulisan. AkKsara.
,‘; . | lv :’ \‘o
g Wibawa;” Samudera, dkk. 1994, Evaluasi
;1 > % ¢ s Kebijakan Publik, Jakarta: Raja Grafindo. !.
’] DAFTAR PUSTAKA P Winarno, Budi. 2012, Kebijgkan Publik
. . - | (Teori, Proses, dan Studi  Kasus), Jakaﬁa
AgustinoyLeo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan B ' CAPS. ' {
blik. Bandung: Alfabeta. - ’ J
- -, 2008,Dasar-Dasar Kebijakan % i vgidodo Joko. 2006, Analisis Kabijakan J
Bungm, Burhan 2003 AnaI|S|s Penelitian 1«. lf _____________ ) 2008 Analisis Kab{jakan
Kualitatif: ~ pemahaman filosofis dan L Publik: Konsep dan aplikasi analisis'proses
Metodologi ke Arah Penguasaan Model Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia
Aplika! | Jakarta: Raja Gr findo Persada. ¥
Peraturan Perundang-Undangani’
Edward IlI. ‘Qeorge C. 1980. Implementa3| el e ftac ’g g r}x
public Polidy. Jakarta: Gramedia. Sekretariat Negara Republjkr Indonesia,
Grindle S, errelle 2007~ Going“local . Undang-Undang Nomor ,3'2 Tahun 2004

Decentrallzatlon_ and The Promise of Good
Governance, Ne_v! Jersey:  Princeton
University Press. T —

Tentang Pemerintahan DHaé'ah.

PeraturansPeniérintah Nomor 112 Tahun 2007
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, pusat belanja dan tokoh
modern.

=
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e

Hasibuan S.P. Malayu, 1984. Manajemen,
Dasar Pengertian dan Masalah, Bandung:
CV Haji Masajung.

Pemerintah Kabupaten Sanggau, Peraturan
Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2009
Tentang Penataan Pasar Pemerintah Daerah
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dan Penetapan Kawasan Pedagang Kaki
Lima (PKL), Sanggau, 2009.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, Keputusan Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Sanggau Nomor 15
Tahun 2012 Tentang Penetapan petugas
pengelola pasar tahun Anggaran 2012.
Pemerintah Kabupaten Sanggau.
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